BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR &% TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang

Mengingat

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa;

1

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan dan koordinator Penyelenggaraan
pemerintahan di Wilayah kecamatan.

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (\/

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara .
Kesatuan Republik Indonesia. f/

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokrasi.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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12,

13.

14.

15.

16.

LF.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan Pembangunan Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan
data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan
berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,
sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui
mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan
belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
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26.

27,

28.

29,

30.

(3)

(4)

(6)

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah
Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang
tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Musyawarah dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan
ditingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi
dusun ditingkat dusun.

Utusan atau perwakilan dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati
serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat
dusun.

Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang
pendayagunaan sumber daya Desa.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai
dengan kewenangannya dengan berpedoman pada perencanaan
pembangunan Daerah.

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa
dengan semangat gotong royong.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa
didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh
perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan pendamping
kecamatan.

Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga
pendamping profesional, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Pendamping Lokal Desa dan/atau pihak ketiga.

Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(1)

Pasal 4
Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan



(2)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

b. RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa oleh Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan tahapan
sebagai berikut:

a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan
Kepala Desa.

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun
oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Penyelarasan Program Pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah
Daerah dalam Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan oleh Tim
verifikasi yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah , Inspektorat Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan
Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
kewenangan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan
mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan
prioritas program dan kegiatan Daerah.

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi:

a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;

c. Pengkajian Keadaan Desa;

d. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
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e. penyusunan rancangan RPJM Desa;

f. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa; dan

g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2
Tujuan, Prinsip dan Kaidah Penyusunan RPJM Desa
Pasal 8
Tujuan penyusunan RPJM Desa meliputi :

a. merumuskan rencana pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan keadaan setempat;

b. merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan desa;
menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran, dan;

meningkatkan peran serta masyarakat di desa didalam proses
pembangunan.

Pasal 9

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip
sebagai berikut :

a. lengkap artinya RPJM Desa mencakup semua aspek pembangunan
masyarakat dan desa;

b. cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti,
objektif dan dapat dipercaya;

c. sistimatis artinya RPJM Desa disusun berdasarkan alur pemikiran logis
dan sesuai dengan tata susun yang runut;

d. partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan
secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan;

e. keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para
pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol
proses penyusunan RPJM Desa.

Pasal 10
Kaidah Penyusunan RPJM Desa meliputi :
a. RPJM Desa sebagai proses pemikiran strategis;
b. RPJM Desa sebagai proses berkelanjutan; dan

c. RPJM Desa sebagai rangkaian kegiatan yang sistimatis.

Pasal 11

Kaidah penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
a merupakan dokumen yang menterjemahkan proses pemikiran strategis
menjadi kerangka perencanaan pembangunan desa yang merumuskan:

a. tujuan dan sasaran pembangunan desa;
b. arah pembangunan desa yang dapat dipahami secara jelas oleh
masyarakat;

c. kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan
efisien;



kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber
daya yang tersedia;
cara dan langkah yang jelas serta terarah untuk mencapai tujuan, dan;

alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan
desa.

Pasal 12

Kaidah penyusunan RPJM Desa sebagai proses berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, harus:

a.

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintahan
desa;

dimasyarakatkan dan dikonsultasikan secara berkelanjutan;
dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi; dan
dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.

Pasal 13

Kaidah penyusunan RPJM Desa sebagai rangkaian kegiatan yang sistematis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah proses kegiatan sesuai
tahapan secara sistematis, tahapan dimaksud meliputi:

S0t a0 o

(1)

persiapan;

identifikasi para pihak pemangku kepentingan;

pengkajian keadaan dan kecenderungan perkembangan desa;
pengkajian potensi, masalah dan daya dukung;

perumusan tujuan;

perumusan program dan kegiatan;

penetapan waktu dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan; dan
perumusan alat ukur pencapaian tujuan.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
Pasal 14
Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa melalui musyawarah
desa.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Kepala Desa selaku pembina;
b. Sekretaris Desa selaku ketua;
c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
d. anggota yang paling banyak teridiri dari :
1) 2 (dua) orang perangkat Desa (Kepala Dusun),
2) 2 (dua) anggota lembaga pemberdayaan masyarakat,
3) 2 (dua) orang kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
4) 2 (dua) orang dari unsur masyarakat lainnya.

Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh)
orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan
perempuan.



(5)

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a.

b.
c.
d.

penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
pengkajian Keadaan Desa;
penyusunan rancangan RPJM Desa; dan

penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Pasal 16

Masa tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
terhitung sejak ditetapkannya Keputusan tentang Tim Penyusun RPJM Desa
oleh Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJM
Desa oleh Kepala Desa yang telah disepakti bersama dengan BPD serta telah
dikeluarkan Hasil Klarifikasi Peraturan Desa tentang RPJMDesa.

(1)

(2)

3)

Paragraf 4
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Pasal 17

Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.

Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan
Daerah dengan Pembangunan Desa.

Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi
tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.

Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
rencana strategis perangkat Daerah;
rencana umum tata ruang wilayah Daerah;

rencana rinci/detail tata ruang Daerah; dan

o o o o

rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 18

Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan
dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan
pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke
Desa dituangkan dalam bentuk formulir sebagaimana pada formulir I
lampiran Peraturan Bupati ini.

Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pembangunan  Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4

f



(4)

(5)

(1)

(3)

(1)

(2)

(3)

(5)

Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan
pembangunan yang akan masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2).

Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi lampiran hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Paragraf 5

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 19

Tim penyusun RPJM Desa melakukan Pengkajian Keadaan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dengan cara menggali dan
mengumpulkan data mengenai keadaan masyarakat, kebutuhan
masyarakat, permasalahan yang dihadapi desa, potensi desa dan berbagai
informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi
dan dinamika masyarakat desa.

Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan Data Desa;
b. penggalian gagasan masyarakat; dan
c. penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf ¢ menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Desa dalam
rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 20

Penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)
huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a. pengambilan data dari dokumen Data Desa; dan
b. pembandingan Data Desa dengan kondisi Desa terkini.

Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya
alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber
daya sosial budaya yang ada di Desa.

Hasil penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format Data Desa sebagaimana contoh formulir II, III,IV
dan V pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Format Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi
lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Hasil penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Desa dalam rangka
penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 21

Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukan dan mengenali potensi dan
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(2)

(1)

(2)

(4)

(5

(1)

peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi
Desa.

Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
dituangkan dalam format Daftar Gagasan Dusun/Kelompok sebagaimana
contoh formulir VII pada lampiran Bupati ini.

Pasal 22

Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan
secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa
sebagai sumber data dan informasi.

Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus
unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meliputi:
tokoh adat;

tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

kelompok tani;

kelompok nelayan,;

kelompok perajin,;

SR o0 oo

kelompok perempuan;

kelompok disabilitas;

Pt o
.

] kelompok masyarakat miskin;
k. kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
L.

kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat Desa.

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap
musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Hasil penggalian gagasan melalui musyawarah dusun dan/atau
musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dituangkan dituangkan dalam Berita Acara dan daftar gagasan
dusun serta dilampirkan dengan Daftar Hadir peserta musyawarah.

Pasal 23

Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan
dengan cara diskusi dengan kelompok yang terlibat dalam musyawarah
secara terarah yang dipandu oleh pimpinan rapat dibantu dengan
Pembina Teknis Pemerintahan Desa, Pendamping Desa dan/atau
Pendamping Lokal Desa.
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(4)

(5)

(4)

()

(1)

(3)

(4)

(1)

Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan
sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat
kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

Contoh format sketsa Desa, kalender musim dan bagan Kelembagaan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam angka VIII,
IX, dan X Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil
penggalian gagasan.

Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat
menggunakan alat kerja lain yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
masyarakat Desa.

Pasal 24

Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana
kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format usulan rencana kegiatan.

Hasil diskusi kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Contoh Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam angka XI Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Pasal 25

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan
Desa.

Contoh Format Laporan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam angka XII Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita
acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
a. data Desa yang sudah diselaraskan;

b. data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke
Desa;

c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan

rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat; dan

e. Profil desa.
Pasal 26

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil
Pengkajian Keadaan Desa.

11



(1)

(4)

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan
rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
Melalui Musyawarah Desa
Pasal 27

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil
Pengkajian Keadaan Desa.

Musyawarah Desa  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1),
penyelenggaraannya melibatkan Pemerintah Desa, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat, dan unsur masyarakat dan dilaksanakan
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari
Kepala Desa.

Musyawarah  Desa  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1),
penyelenggaraannya didampingi oleh Pembina  Teknis Pemerintahan
Desa, Pendamping Desa dan/atau Pendamping Lokal Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan
secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan
berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Pasal 28

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, membahas
dan menyepakati sebagai berikut:

a. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;

b. rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan dari
visi dan misi Kepala Desa; dan

c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah dipandu
oleh Ketua BPD dan dibantu oleh Pembina Teknis Pemerintahan Desa,
Pendamping Desa dan/atau Pendamping Lokal Desa yang
pengelompokannya  dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
membahas sebagai berikut:

a. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;

b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
c. sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa; dan
d

rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh
perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa,
dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa, dituangkan dalam berita
acara.
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(5) Contoh Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam angka XIII Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menjadi pedoman
bagi pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa.

Paragraf 7
Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 30

(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan
berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).

(2) Contoh format rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam angka XIV Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil
penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim
penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 31

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah
disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25.

(2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan
Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa,
dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Paragraf 8

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa

Pasal 32

(1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), guna membahas
dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

(2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
13
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(4)

(1)

(2)

perwakilan kelompok tani;
perwakilan kelompok nelayan,;

perwakilan kelompok perajin;

5o oo

perwakilan kelompok perempuan;

[

perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

Kelompok disabilitas;

o

Kelompok masyarakat miskin; dan

1. perwakilan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didampingi oleh Pembina Teknis Pemerintahan Desa,
Pendamping Desa dan/atau Pendamping Lokal Desa.

Pasal 33

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 9
Sistimatika Penyusunan Rancangan RPJM Desa
Pasal 34
Rancangan RPJM Desa disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Manfaat

BAB II PROFIL DESA

Sejarah Desa

Peta dan Kondisi Desa
Kelembagaan Desa
Dinamika Konflik

. Masalah dan Potensi

BAB III POTENSI DAN MASALAH
A. Potensi yang ada di Desa
B. Permasalahan Desa

mOOWR

BAB IV VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF ENAM TAHUN
A. Visi
B. Misi

C. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa
a. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakat
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
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(2)

(3)

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN 1. Peta Sosial Desa (lihat hasil visual kajian desa).

2. Tabel (matrik) Program/Kegiatan Enam Tahun (lihat
tabel atau matrik masalah, potensi, pemeringkatan
masalah, tindakan dan program pembangunan enam
tahun (lampiran RPJM Desa) setiap bidang/sektor
pembangunan, sebagai bahan masukan RKP Desa).

3. Berita Acara dan Daftar Hadir (Berita Acara
pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa, Lokakarya
dan pertemuan kelompok, musyawarah desa RPJM
Desa).

4. Keputusan tentang Pengesahan Dokumen RPJM Desa.

5. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan
RPJMDesa.

6. Keputusan Bupati tentang Hasil Klarifikasi Peraturan
Desa tentang RPJM Desa.

Contoh Format Daftar Sumber Daya Alam, Daftar Sumber Daya Manusia,
Daftar Sumber Daya Pembangunan, Daftar Sumber Daya Sosial Budaya,
Daftar Usulan Dusun/Kelompok, Sketsa Desa beserta formulir daftar
masalah dan potensi, Kalender musim beserta formulir daftar masalah
dan potensi, Bagan kelembagaan Desa beserta formulir daftar masalah
dan potensi, Laporan hasil pengkajian keadaan Desa dan Berita acara
hasil pengkajian keadaan desa, sebagaimana dalam angka II, III, IV, V,
VII, VIII, IX,X, XI dan XII Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Contoh Format Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang
akan masuk ke Desa, Rekapitulasi usulan rencana kegiatan
pembangunan Desa dari Dusun dan/atau kelompok masyarakat, Berita
acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa, Rancangan
RPJM Desa, Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM
Desa, Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musrembang Desa
sebagaimana tercantum dalam angka I, VI, XIII, XIV, XV, dan XVI
Lampiran yang merupakan bagian idak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Paragraf 10
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa
Pasal 35

Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan
perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil
kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33.

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
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(1)
(2)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pasal 36
Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan
disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Penyusunan RKP Desa
Paragraf 1
Umum
Pasal 37
Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana
kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah.

Penyusunan RKP Desa berujuan untuk:

a. menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu)
tahun;

b. menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa;
c. menetapkan program dan kegiatan prioritas; dan
d. menetapkan kerangka pendanaan.

RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
berjalan.

RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan
September tahun berjalan.

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 38

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat
Desa.

Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah
Desa;

b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;

pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan
program /kegiatan masuk ke Desa;

d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

penyusunan rancangan RKP Desa;
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(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(2)

f. penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa;

penetapan RKP Desa;
h. perubahan RKP Desa; dan
i. pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.

0

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Melalui Musyawarah Desa
Pasal 39

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan
rencana Pembangunan Desa.

Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan
Daftar Usulan RKP Desa.

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat
(1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 40

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:

a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan

c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian
yang dibutuhkan.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat berasal
dari warga masyarakat Desa dan/atau Perangkat Daerah.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dituangkan dalam berita acara penyusunan RKP Desa melalui
Musyawarah Desa.

Contoh format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tercantum dalam angka XVII Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman
Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 41

Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Desa selaku pembina;

b. Sekretaris Desa selaku ketua;

c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris; dan
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d. anggota yang meliputi anggota yang paling banyak teridiri dari :
1. 2 (dua) orang perangkat Desa (Kepala Dusun),
2. 2 (dua) anggota lembaga pemberdayaan masyarakat,
3. 2 (dua) orang kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
4. 2 (dua) orang dari unsur masyarakat lainnya.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh)
orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan
perempuan.

(5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan
Juni tahun berjalan.

(6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 42
Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan
masuk ke Desa;

b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan

d. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk
ke Desa
Pasal 43
(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
a. pagu indikatif Desa; dan
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala
Desa dari Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan. “

(3) Apabila data dan informasi tentang pagu indikati desa sebagaimana !

dimaksud pada ayat (2) huruf a belum diterima, maka yang dipergunakan

adalah pagu indikatif desa tahun berjalan setelah dinaikan 10% (sepuluh

persen) dan/atau sesuai tingkat fluktuasi harga barang.

(4) Apabila Data rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b belum diterima, maka data yang k
dipergunakan adalah Daftar Usulan RKP Desa tahun sebelumnya.

Pasal 44

(1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang meliputi:

a. rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
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(2)

(3)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Daerah;

c. rencana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan

rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah Provinsi dan anggaran pendapatan belanja Daerah.

Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana
program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang meliputi:

a. rencana kerja Pemerintah Daerah;

b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan

c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke
dalam format pagu indikatif Desa.

Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke
dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan
berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Contoh format pagu indikatif Desa dan kegiatan pembangunan yang
masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tercantum
dalam angka XVIII dan XIX Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah
Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai
dampak keterlambatan penyampaian informasi.

Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun
berjalan.

Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJM Desa
Pasal 46

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana
kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Desa
Pasal 47
Rancangan RKP Desa disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
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(2)

(3)

(5)

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Manfaat

BAB 1I GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A. Kondisi Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik Desa
B. Kondisi Demografi
C. Kondisi Pemerintahan Desa

D. Rumusan Prioritas Masalah

BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BAB IV PELAKSANA KEGIATAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN 1. Daftar Prioritas Masalah (lihat tabel atau matrik
masalah, potensi, pemeringkatan masalah, tindakan
dan program pembangunan setiap bidang/sektor
pembangunan).

2. Tabel atau Matrik prioritas Kegiatan Tahun Anggaran
(lihat tabel atau matrik program/kegiatan
pembangunan setiap bidang/sektor pembangunan
yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya
termasuk sumber dana).

3. Berita Acara dan Daftar Hadir (Berita Acara kegiatan
pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa, Lokakarya
dan pertemuan kelompok, musyawarah desa, RKP
Desa)

4. Keputusan tentang Pengesahan Dokumen RKP Desa

5. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan
Perdes RKP Desa

Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang
pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Perangkat
Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga
pendamping professional yang ditugaskan oleh Pemerintah.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam format rancangan RKP Desa.

Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa, Pagu
Indikatif Desa dan Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke
Desa sebagaimana angka XVII, XVIII dan XIX pada lampiran yang tidak
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terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, pada BAB III sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(6) Rancangan RKP Desa, Proposal Teknis Kegiatan, Gambar Rencana
Prasarana, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pemeriksaan Dokumen
Proposal Teknis dan RAB, Daftar Usulan RKP Desa, Berita Acara Hasil
Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Berita Acara Rancangan RKP Desa
melalui Musyawarah Pembangunan Desa sebagaimana angka XX, XXI,
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, dan XXVII pada Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dicantumkan pada BAB IV
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48
Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

a. hasil kesepakatan Musyawarah Desa;

b. pagu indikatif Desa;

c. pendapatan asli Desa;

d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah;

e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;

f.  hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan

h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 49

(1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan
Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya meliputi:

a. Ketua, dijabat oleh Kepala seksi atau kepala urusan yang
membidangi kegiatan;

b. Sekretaris, adalah unsur yang berasal dari perangkat desa dan/atau
unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

c. Bendahara, adalaH dari unsur perangkat desa; dan

Anggota, adalah dari unsur perangkat desa dan/atau unsur Lembaga
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang paling banyak berjumlah
3 (tiga) orang.

(3) Pelaksana  kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mengikutsertakan perempuan.

Pasal 50

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
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(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)

Rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi lampiran Berita Acara Laporan Tim Penyusun Rancangan RKP
Desa.

Pasal 51

Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan
rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan
rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim
penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 52

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51.

Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 53

Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP

Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. tokoh adat;

o

tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;
perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

TRt oA

perwakilan kelompok perempuan;

perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak

[

j. perwakilan dari kelompok disabilitas; dan
k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
(4)

(9)

(1)

Pasal 54

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi
prioritas program dan kegiatan yang didanai:

a. pagu indikatif Desa;
pendapatan asli Desa;
swadaya masyarakat Desa;

bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

@ 0T

bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah.

Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa
yang meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa
berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan

h. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
Desa.

d
e
a. pendayagunaan sumber daya alam;
f
g

Pasal 55

Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dituangkan dalam berita acara.

Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan
dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 8
Perubahan RKP Desa
Pasal 56
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
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(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai
kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang
terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
RAB; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar
atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah
Daerah;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang
terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah
Daerah;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
rancangan anggaran biaya; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 57

Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan
penyepakatan perubahan RKP Desa.

Penyelenggaraan = Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya
peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar.

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar
penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
Pasal 58

Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada Bupati
melalui Camat.

Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
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(3) Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan
kecamatan dan Daerah.

(4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil
pembahasan Daftar Usulan RKP Desa.

(5) Informasi tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa
setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di
kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa
paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa dan RKP Desa yang sudah
ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa
berlakunya dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Bupati ini.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta pelaksanaan Pembangunan Desa
lebih lanjut diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu

Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1> Desember 2017

BUPATI KUBU RAYA ‘\/

Diundangkan di Sungaj Raya =
Pada tangga&...\?...,..‘?.é"ba 201} ' r
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA. S

"RUSMAN ALI Q.J
-

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.....2e0F.\. nowor.. .80
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

L FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA B B konbinbod ol et o s e
KE G AM AT AN & ot ettt ettt et e e e e a et e e e e aaas
KABU P AT EN e et et e et e e e e
PROVINSI PP
NO | Program/ SKPD Lokasi Volume | Satuan | Pagu Dana
Kegiatan | Pengelola Kegiatan (Rp)
Program/K | (Dusun/RT
egiatan /RW)
Desa......... , Tanggal ....... Y e Y e t/
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa,
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II. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA st cmiaceradiefafoars meaeer et e AR T e e TSR T
KE C AM AT AN ettt e e e et e e e e e e e aae e e s
KABU P A T E N i e et et e et e e e e e eaaaas
PROVINSI PO P PR PPRPPRN
No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan
Desa......... , Tanggal ....... Y e R
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa,
(e ) (e e )

Keterangan :

Diisi dengan data sekunder dari data potensi desa, profil desa, monografi
desa, data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan.

D = SDA dalam desa
K = terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa
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IlI. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA B e e AR R AR EY
BERCRANIRTIIN % 0 00kt i oo e s k19 A B R A PP
KABUPATEN & ottt iitetirt et etet it tetettaesaenensseasassssnsnssesnssesnssnsnses
PROVINSI Ao A O e S P P 5 B 5 B st it
No | Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) Volume Satuan
Desa.......... , Tanggal ...... Y e Y e ]
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa,

Keterangan :
D = SDA dalam desa
K = terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa
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IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

D S A e

KE G AM AT AN e e et

BADLIEREIIN T ccnomumsmmnicrtors o s 08 e 5 s i s s e

PROVIN ST e e e e

No | Uraian Sumber Daya Pembangunan Jumlah Satuan

Desa......... , Tanggal ....... R, .
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa,
(e (e )
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V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA i e e e i e e e A R

KE C AM AT AN ittt et e et e et et et e e e e e e e eaaans

KABU P AT EN i e et e et e e et e e et e e enes

PROVINSI PP PRUPPRN

No Uraian Sumber Daya Budaya Jumlah Satuan

Desa......... , Tanggal ....... s e Y e
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa [\-/
Kepala Desa,
o i AAAE P ) (e e ) .
Keterangan : t

Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan
berkembang, seperti kegiatan- kegiatan gotong royong, peringatan-peringatan
hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari
kegiatan /festival seni-budaya lainnya.
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VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN

DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

D S A e
KE G AM AT AN 1 e
JEABUIETIRIE T ciruoms o0 0000500000050 oo e e e 3560 240 8 S SN
PROVIN ST e
No Usulan Rencana | Perkiraan | Satuan | Penerima Manfaat
Ren.cana Lol_<a81 Volume Laki | Perem- | A-
Kegiatan Kegiatan
- puan | RTM
berdasarkan .
. laki
bidang
Desa. . .so Tanggal ....... . S—
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa,
(e ) (e )

Keterangan :
A-RTM = Anggota Rumah Tangga Miskin
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VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

D S A e
KE C AM AT AN 1 e
BABUEATIEN T oo comunanss s mimnemss s smmoso o s ssms s o x s s ssasstg s
PERONMNBE =~ 0 consoonmmoonmins s s s monmonsis s s o s s e s
No Gagasan Lokasi | Perkiraan | Satuan | Penerima Manfaat
Kegiatan Kegiatan | Volume Laki | Perem- | A-
- puan | RTM
laki
Desa......... Tanggal ....... . e
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa,
(e ) K ceemap e R0 et S )

K 7




VIII. FORMAT CONTOH SKETSA DESA

a. POTRET/SKETSA DESA

33

b. DAFTAR MASATI AH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No

MASAIAH POTENSI
L Jalan desa di wilaysh Bam
RW 02 sepanjang 1.200 Pasir
mater rusak berat. Tenaga Gotong Royong
3 Lingskungan perumahan - LK-De:a dan PEK
penduduk RW 07 adak - Kader-kader di desa
sehat . - Puskesmas pembanm
3. Banyak anak balita di - Puzkesmas Pembanm
RW 13 mendenta - Posyandu
penvakit canpak. - Kader Posyandu
4 Tambak kolam ikan - Kolam'lahan tambak
kurang dimanfaatkan - Alran‘ngasi
oleh petami ikan - Petam: tambak
5. Jembatan di Dusun - Bam dan pasir
Damia: longsor. - Kayu dan bembu
- Tenaga Gotong royong




IX.  FORMAT CONTOH KALENDER DESA

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

PANCAROBA

KEMARAU

MUSDM HUJAN

L

L2 i
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b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KAL ENDER MUSIM

No MASAT AH POTENSI
Pada musim kemarsu. & Sunga:
dua dusun kekurangan Mata air
air bersih. Swadsya masyarakat
Bam pasir

Pada nmsim kemarau - Ingasi tersier

hasil panen merosot - Luas lahan persawshan
(gagal) - Kelompok Tam

- KUD
3
Pada musim pancaroba - Puskesmas Pembanm
banyak masyarakat desa - Kebun obat keluarga
terserang ispa (infeks: - Posyandu
4 saluran pemafazan akus)

Pada musim hujan - Puskesmas pembantu
banyak masyarakat di - Posyandu

Dusun Suci terkena - Bidan desa

dizre - Kebun obat keluarga

; - Bam dan pasir

Pada musim bujan, - Kayu Eﬂuﬂs
sebagian besar mzmah - Tenaga Gotong royong
penduduk di Dusun -
Damai tergensng air

setinggi 1 mate

~



X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA

35

b. DAFTAR MASAL AH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No LEMBAGA MASAIAH POTENSI
r PEMDES Permgiat desa - Puranghat
& kzang dalam leaghap
BFD mehenikan - Sxame
pelayanas pade tariedn
onasyarakat
LE-Desa Paagwus LK - Posgurus
sebagim bosas kogkp
tidhak tampak - Tomga
kematxmaya pengurus
potansial
3.
KELOMPOK Hepatx - Lembag 2da
TANZ kelompok tam: dt - Paapzus
Dusun Damx langkap
macet
: SDMPAN Pengurus Simpan - Modal waka
PDUAM Pimjam vk parmai besar
malakukas a2y - Pengau
dg mggona Laghp
KUD Kurang - Ada progrm
bermamfant dalam pelatiham
macyiadkan 23 - Adsicodt
pecaman ez rendeh
taredn
dst dst dst

~



XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di DeSa...........ovvmeeeeeemme

Kabupaten ............c.coocoiiiiiinl Provinsi ........coocooiiiiiii

Hari dan Tanggal S R A e T . A A SRS BB R e e e
Jam AR e 310 7 30 SR A A e B o g e 9 i i

Tempat B AL S 08 1 v 1 R SRR R SR A A B B B e e s

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil —
wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur
lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda
kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa

2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkankalender desa

3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4

Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa,
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XII.

II.

III.

IV.

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA e s A R AR S S BB 7 1850 DR A A A A
KECAMATAN e e,
KABUPATEN RN S R 8 R R S 7 RS B A S A K 8 BB e s
PROVINSI R S L8 e o 10 A 7R 3 LA B

Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa
adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen
tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah
dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi
penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya,
kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan.
Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang
harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan
Dokumen Perencanaan Desa.

..............................................

Tujuan

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan
cermat:

a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

b. Pengkajian Potensi Desa

c. Pengkajian Peluan pendayagunaan sumber daya Desa

d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi

e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh
Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan

dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

..............................................

Pendekatan dan Metode

Contoh
Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan
menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan

Masyarakat Desa)

..............................................

Alat Kaji dan Instrumen

Contoh
Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan

Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

..............................................
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VI.  Proses Pelaksanaan

Contoh

a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah
kebijakan pembangunan kabupaten/kota

b. Menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan
menggunakan alat kaji tersebut di atas

c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau
dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau
dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan

e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari
dusun dan/atau kelompok masyarakat

VII. Hasil

Contoh

1. Data desa yang sudah diselaraskan

2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk
ke desa

3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan

4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat \'

A \—

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut
Contoh
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

.................... , Tanggal, ..., ...., .... ‘/
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa
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XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-

DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa, telah

diadakan musyawarah Desa di Desa.....cocoovvviieiiiiininnn.
Kecamatan...........c.....co...... Kabupaten ..........coovviiiiiiiinnn.

Hari dan Tang@al I ..c.ccisssaasiviansisstariasi

Jam TSRS RS AR R PR B TR

Tempat P

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur
pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musya e AL ..o ovrosvresssstspssricnsvizaniaps

Notulen s B s ke M2 dari ..o

Narasumber <3 AP R—— dari ....oovviiiii
S — dari ....ooooiiiiii
% J dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka
penyusunan RPJM Desa yaitu :

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

e , Tanggal, ...., ...., ....

Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
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XIV. FORMAT RANCANGAN RPJM-DESA
RANCANGAN RPJM DESA

DE S A e
KECAMATAN e
KABUPATEN 1 e
PROVINSI 8 AR SR i R o s e b sk 55 U 4B 5 6 e b e
Bidang/jenis kegiatan Lokasi Prakira | Sasaran Waktu Pelaksanaan Prakiraan | Prakiraan Pola Pelaksanaan
(RT/RW/ an / Biaya dan
NO Dusun) | Volume | Manfaat sumber
Pembiayaan
Bidang Sub Jenis th | th | th | th th | Th | Jum | Sum | Swake Kerja Kerja
Bidang | Kegiatan 1 2 3 4 5 6 | lah ber lola sama sama
(Rp) Antar Pihak
Desa Ketiga
1 Penyelenggaraan | a.
Pemeritahan Desa | b.
Jumlah Per Bidang 1
2 Pembangunan a.
Desa b.
Jumlah Per Bidang 2
3 Pembinaan a.
Kemasyarakatan | b.
Jumlah Per Bidang 3
4 Pemberdayaan a.
Ma syarakat b..
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL
................................. gt kv i ) 40 sy by D ¢ &
Mengetahui, Disusun Oleh
Kepala Desa Tim Penyusun RPJM Desa O«m
i 0 5 55 s i 3 v e i e i ) e v v i 5 e B B )
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XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan = dengan  pelaksanaan musyawarah RPJM Desa  di
Desa......cccovviiiiiiiil. Kecamatan...........................
Kabupaten......................... Provinsi......................... dalam  rangka
penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Haridan Tanggal :.............c.ccoovuvienniniin..
Jam e
Tempat B N 8 B RN

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

Hasil kegiatan berupa rancanga RPJM Desa sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................... , Tanggal, ...., ...., .... L

Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
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XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa.....................
RECEREIEIR. e sy s Kabupaten ...
Provinsi....................... pada :

Haridan Tanggal :........oooivviiiiiiiiiiiinannnn..

Jam e

Tempat - ——

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :

A. Materi

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

.......................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musya : ...........ccoeuennen dari ...ooooiiiiiiii
Notulen e dari ....oooeviiiiiiii
Narasumber 3 dari.....ccooeviviiiiiiiiiiiinan.
2. i dari oo
5 A —— dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan
rancangan RPJM Desa yaitu : [\(

Demlklan Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

e Tanggal, ...., ...., ....
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
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XVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI
MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa.....................
Kecamatan.................cccceeenenn. Kabupaten..........ccoooviiiiiiiiiiiiiiiieenn,
Provinsi...........c.ccoenee.. pada :

Hari dan Tanggal :.......ccooiiiiiiiiiiiiiniiiinn.

Jam P,

Tempat B et i e,

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :
A. Materi

Contoh

Pencermatan RPJM Desa

Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

.......................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musya : ..........c.cceeuee. dari ....ooooviiiiiiii

Notulen e AT ... coonammorossaminsmoriemisssots

Narasumber A P—— dari ....ooooeiiiiii
2 dari ....oooeviiiiiiii
- S dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan
rancangan RKP Desa yaitu :

Demlklan Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

e , Tanggal, ...., ..., ....
Kepala Desa Ketua BPD
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XVIII.

FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

PAGU INDIKATIF DESA

-
KECAMATAN e
KABUPATEN 1 e
PROVINGI =~ i iiecsrmmmmmmmirsinssstmsssnsne nsnanmssmnos samsssssss s s s e
Sumber Dana Indikatif
o Alokasi Dana Bantuan
Indikatif Dan Dana Desa bagian dari Keuangan
No Program/ @ (bagian R
Kegiatan Desa Desa dana hasil pajak APBD | APBD
(APBN) . dan BD | Raby
perimbagan P —— Prov.
kab./kota Kota
Contoh
I | Penyelenggaraai
Pemerintahan
Desa
IT | Pelaksanaan
Pembangunan
Desa
[II | Pembinaan
Kemasyarakatan
iV | Pemberdayaan
Masyarakat
Desa .....c..ccvnunn... , Tanggal ...., ...., .....
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XIX. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

No

Asal Program / Kegiatan

Nama Program
/ Kegiatan

Prakiraan Pagu | Prakiraan
Dana (Rp) Pelaksana

Contoh

Dari Pemerintah

Air Bersih

800.000.000 PU Pusat

Dari Pemerintah Daerah
Provinsi

Dari Pemerintah Daerah
Kabupaten

Dari Penjaringan Aspirasi
Masyarakat oleh DPRD
Kabupaten/Kota
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XX. FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

46

IR 14 5o s o i s
R R Suuminask nutha a0 5 A 56 55 €. e e e e b
KECAMATAN  © ettt s s et oees s nes et ss e st so e sens s ese s ess oo
BABUBATER  © aqiusmsionstnshnms soui besonasns oxs s ssnsss nss b5 4485 65651555 50504 59mmmmm £t b e s st e
PROVINSI P L ie b ea e e sE s sas s ey s ra b b s b S s s h oan sa a8 ¥ e ba e 0o e m e e et s e s s
~ Bidang/jenis kegiatan Biaya dan Sumber Pola Pelaksanaan
Pembiayaan
e Bid Y Jenis | Lok ronme wmmw - w%%mm J | Sumb Swakelola | Kerj Kerj mwmwm sy
idang enis um umber wakelola erjasama | Kerjasama elaksana
Kegiat | asi Manfaat | anaan (Rp) antar Desa ihak Kegiatan
- i an etiga
enyelenggaraan | a.
. wmaodﬁm.mms Desa | b.
Jumlah Per Bidang 1
2 Pembangunan a.
Desa b.
Jumlah Per Bidang 2
3 Pembinaan a.
Kemasyarakatan b.
Jumlah Per Bidang 3
4 Pemberdayaan Ma T a.
syarakat b..
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL
L i e e A B ki i e n e Ee s B nl b tt Rivme s . 8 PO
Z@H\H Qﬁm.—.\HCHv .......... : ) .y cee vy .
Kepala Desa Disusun Oleh
Tim Penyusun RKP Desa ?
(et ) s 2t o s s 8 6t €5 3 s ) VT



XXI. FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN
PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari Dusun Desa Kecamatan Kabupaten
Nama Kegiatan
Jenis Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Pelaksana
Pemanfaat Langsung Pemanfaat A-RTM
Tidak (Rumah
Umum A-RTM Langsung Tangga
Jumlah (orang) Miskin)
Pemanfaat 3. ors = ors L ors or
P| or P r P | org | U g
g org org A
J org J org JML org A-
M M
L L RTM/UMUM

. Latar Belakang
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang
akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak
segera diatasi)
. Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan
kebalikan dari masalah)
. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian
ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan
membutuhkan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain,
kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)
. Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh
jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya
produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/serajat
kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka
putus sekolah, dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam
pernyataan positif)
. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
. Rencana pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
. Lain-lain
a) Sebutkan potensi dampak negative sosial dan lingkungan dari
kegiatan yang diusulkan?
b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang
diusulkan? Jelaskan.
. Lampiran-lampiran :
a) Berita Acara Musyawarah

b) Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat dan Daftar
Penyumbang
Mengetahui Tim Penyusun RKP Desa......
Kepala Desa, Ketua,
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XXII. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

.......................................

.......................................

......................................

......................................

.....................................

.....................................

Digambar oleh
Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

Diperiksa dan Disetujui oleh :

Dinas/Instansi terkait dan / atau
Tenaga Profesional (jika tersedia)

Lembar ...... dari.....lembar

Catatan : Gambar dibuat secara manual
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XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA T ettt ettt et be et reaen e e e benea et e nen e e s nnenenans
KECAMATAN S No. RAB S
KABUPATEN U SR Bidang B ARG e s
PROVINSI 3 SRS RS bk RS Kegiatan PRI S A3 4 et

URAIAN | Volume | Satuan | Harga Satuan Rp | Jmlh Total Rp | Jumlah

a b c d e=bxd f

1. BAHAN
1.1
1.2
1.3

Sub Total 1) | Rp - Rp -

2. ALAT

Sub Total 2) | Rp - Rp -

Sub Total 3) | Rp - Rp -

Total Biaya

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industri

[I-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian /penyewaan alat mesin

IlI-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

I[II-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Mengetahui :
Kepala Desa Tim Penyusun RKP Desa

49



=

XXIV. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB
PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB
Desa o — Lokasi @ ..cocoiiiiiiiiiiiiiii
Kecamatan :.............ocociiiiiiiiiininne.. Bidang ...
Kabupaten :...............o, Kegiatan : ..............ocooooiiiiiii.l.
Provinsi e Volume ...
Ada Ada & Tidak
Jenis Dokumen yang Diperiksa Memenuhi Memenuhi Tidak Ada
Syarat Syarat
1 | Sketsa lokasi kegiatan
2 | Dokumen survey teknis
3 | Gambar desain
4 | Perhitungan volume
5 | Survey harga bahan dan alat
6 | Kesepakatan pembayaran
upah kerja
7 | Perhitungan RAB
8 | Kajian sederhana mengenai
dampak lingkungan
9 | Pernyataan hibah lghan dari
masyarakat
10 | Pernyataan kesanggupan
tidak minta ganti rugi
11 | Kesanggupan swadaya dan
gotong royong
12 | Rencana penggunaan alat
berat
13 | Pernyataan kesiapan warga
untuk mengerjakan
14 | Data pemanfaat
Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan Dinyatakan :

Tim Verifikasi

1 Wakil Masyarakat g T
2 Pendamping Profesional -
3 Dinas Instansi Terkait < T
L PP PP :
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XXV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RKP DESA

TAHUN @ .,
DESA PSPPI
KECAMATAN PO
KABUPATEN R T R TR T R T n A s n ke S A
PROVINSI Bt B L A P S R e AL S AR SR 8
Bidang/Jenis Bidang Prakiraan | Prakiraan
Vol Susaran. Waktu Biaya dan
No Bidang Jenis Lokasi | '~ H Pelaksana Juymlah
Kegiatan Manfaat
& an (Rp)
Penyelenggara
p |an
Pemerintahan
Desa
Jumlah Per Bidang 1
Pembangunan
2
Desa
Jumlah Per Bidang 2
Pembinaan
3 | Kemasyarakat
an
Jumlah Per Bidang 3
4 Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL
.................... , Tanggal, ...., ...., .... /M
Mengetahui :
Kepala Desa Tim Penyusun RPJM Desa
. ) (e et )
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XXVI. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di

Desa.....coovvviiiiiinnn. Kecamatan...............cooeinenn.
Kabupaten..........cooceviiiiiiiiiiiiinnnn. Provinsi..........ccooeeuinnnn. pada

Hari dan Tanggal : ......ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiiannnn..

Jam N

Tempat P

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun
RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
Agenda kegitan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP
Desa adalah sebagai berikut :

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk ‘\
dipergunakan sebagaimana mestinya.

s , Tanggal, ...., ..., ....
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RKP
Desa Kepala Desa -
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BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa.....................
Kecamatan............................. Kabupaten ...
Provinsi............c.ooen.e. pada :

Hari dan Tanggal : ..........ccccooiiviiiiiinnn..

Jam -

Tempat e

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa vang,
dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :

A. Materi

................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musya : ..................... dari ....oooiviiiiiii

Notulen . dari ....ooooeiiiiiii

Narasumber - [N dari .....oooooiiiiiii
2. i, dari ....ooooiiiiii
. P dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan
rancangan RKP Desa yaitu :

Demlklan Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

S —— , Tanggal, ...., ..., ....
Kepala Desa
Ketua BPD

(e )
fBUPATI KUBU RAYA

2
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Y/ RUSMANE‘Q,L

Diundangkan di Sungaj Raya
Pada tang 3ci. 13, Vesember & 2o :
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

53




